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BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN
PENYEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2021 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

: a. bahwa guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan
khususnya penyediaan air minum dan penyehatan
lingkungan, serta untuk memberikan arah, landasan dan

kepastian hukum, perlu disusun Rencana Aksi Daerah

Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-
AMPL) Kabupaten Pasaman,

. bahwa Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum danb.

Penyehatan Lingkungan merupakan rencana daerah dalam

penyediaan layanan air minum dan penyehatan lingkungan
untuk periode 5 (lima ) tahun,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan

Penyehatan Lingkungan (RAD AMPI) Tahun 2021-2025,

:1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25),

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang2.

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah



diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6573):
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4490):
|

4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang
Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5802):
5. Peraturan Presiden 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Air

Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 389):

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum,

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2011 Nomor

3),
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 4 Tahun

2021 tentang Rencana Pembangunan Jengka Menengah
Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pasaman Tahun 2021 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Nenetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
TAHUN 2021 - 2026.

Pasal 1

Ibalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.



I

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Pasaman.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam

menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
selanjutnya disingkat dengan RAD AMPL adalah dokumen

operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam

pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan
pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan.
Bappeda adalah Wakil Ketua dan Sekretariat Pokja AMPL dalam

perpanjangan tangan Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan
dokumen Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.

Pasal 2
RAD AMPL berperan sebagai instrumen sinkronisasi program-program
pelayanan air minum dan sanitasi dari berbagai sumber pembiayaan dalam

angka pemenuhan layanan dasar air minum dan sanitasi sesuai target
masional.
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Pasal 3

'AD AMPL berfungsi sebagai :

instrumen pengembangan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi

yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan
kelembagaan:

instrumen operasional kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan
sanitasi jangka menengah daerah selama5 (lima) tahun,5

acuan penerapan target tambahan akses air minum dan sanitasi untuk
setiap tahun yang dilengkapi dengan indikasi target jumlah desa lokasi

pengembangan SPAM dan sanitasi (baik melalui pembangunan baru,
perluasan, maupun peningkatan kinerja), dan

instrumen untuk membantu memastikan meningkatnya anggaran APBD

pada bidang AMPL melalui integrasi RAD AMPL ke dalam RKPD dan APBD.
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Pasal 4
AD AMPL berkedudukan untuk mendukung percepatan pencapaian
penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan di Daerah, yang disusun
berdasarkan RPJMD dan mengintegrasikannya dalam penyusunan RKPD,
Renja Perangkat Daerah dan APBD sampai dengan tahun 2025.

Pasal 5
(1) RAD AMPL dilaksanakan melalui RKPD, Renja Perangkat Daerah, APBD

serta dapat melalui integrasi RAD AMPL Kabupaten Pasaman kedalam
program/kegiatan pemerintah pusat, dunia usaha dan masyarakat.
Pelaksanaan RAD AMPL harus memperhatikan hasil pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL terjadi perubahan capaian sasaran
tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2025,
maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja Perangkat
Daerah berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD
AMPL.
Dokumen RAD AMPL tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6
Pendanaan pelaksanaan RAD APML bersumber dari APBD, APBD Provinsi
dan APBN.

Disamping pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan
RAD AMPL terbuka bagi sumber-sumber pendanaan di luar APBD, APBD
Provinsi dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang
disepakati antara Pemerintah Daerah dengan penyandang dana.
Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL dengan dana di luar APBD maka
pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda
dan Perangkat Daerah teknis terkait.

Pasal 7
Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan paling sedikit 2 (dua)
kali dalam setahun.
Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun
pelaksanaan.



(8) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan penyusunan kebijakan program

AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.

Pasal 8

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi program/

kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

masing-masing.
(2) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala

Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi

kepada kepala Bappeda.

Pasal 9

(1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

(2) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala

Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah

penyempurnaan untuk ditindaklanjuti kepala Perangkat Daerah.

(3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/

penyempurnaan kepada Kepala Bappeda.

(4) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada

Bupati.
Pasal 10

(1) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada
Pemerintah Daerah melalui Tim RAD AMPL atau media lain yang
disediakan Pemerintah Daerah atas kinerja pelayanan air minum dan

sanitasi daerah.

(2) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut

pendapat dan masukannya tersebut.



Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman,

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 2! Desember 2021

BUPATI PASAMAN,

“
x

BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 5: Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,

Pa
MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021 NOMOR .49


